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Abstrak 

Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah seharusnya memberikan kepastian hukum. Namun, 

dalam praktiknya, sering terjadi kasus sertifikat ganda yang menimbulkan sengketa. Penelitian ini 

menganalisis aspek hukum perdata terkait sertifikat ganda dengan studi atas Putusan Nomor 1318 

K/Pdt/2017. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi 

kasus, penelitian ini menyoroti dasar hukum, pertimbangan hakim, serta relevansi asas kepastian hukum 

dan itikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat ganda terjadi akibat kesalahan administrasi 

dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Mahkamah Agung menegaskan pentingnya asas prioritas dan 

itikad baik dalam menentukan pemilik hak yang sah. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya 

perbaikan sistem administrasi pertanahan, peningkatan pengawasan penerbitan sertifikat, serta 

penegakan hukum yang lebih ketat. 

Kata Kunci: Sertifikat Ganda, Hukum Perdata, Kepastian Hukum, Putusan Nomor 1318 K/Pdt/2017, Badan 

Pertanahan Nasional. 
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Abstract 

A land certificate, as valid proof of ownership, should provide legal certainty. However, in practice, cases 

of duplicate certificates often lead to disputes. This study analyzes civil law aspects related to duplicate 

land certificates through a case study of Supreme Court Decision Number 1318 K/Pdt/2017. Using a 

normative juridical method with a statutory and case study approach, this research examines the legal 

basis, judicial considerations, and the relevance of legal certainty and good faith principles. The findings 

indicate that duplicate certificates arise due to administrative errors and a lack of coordination between 

institutions. The Supreme Court emphasized the importance of the priority principle and good faith in 

determining the rightful owner. The study concludes that resolving disputes over duplicate certificates 

requires improvements in land administration, stricter supervision of certificate issuance, and more 

rigorous law enforcement.   

Keywords: Duplicate Certificate, Civil Law, Legal Certainty, Supreme Court Decision Number 1318 

K/Pdt/2017, National Land Agency. 

 

PENDAHULUAN 

Tanah adalah elemen krusial dalam kehidupan manusia, tidak hanya berfungsi sebagai 

tempat tinggal dan sumber kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki makna budaya dan sosial 

yang signifikan. Sebagai sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbarui, tanah 

memegang peranan penting dalam pembangunan dan perencanaan wilayah. Dalam aspek 

hukum, tanah diatur secara mendetail untuk memastikan bahwa kepemilikan, penggunaan, 

dan pengelolaannya mematuhi hukum yang berlaku. 

Kepemilikan tanah memberikan hak hukum kepada individu dan komunitas, 

memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak milik mereka. Ini penting untuk 

pengembangan ekonomi pribadi dan akses yang adil terhadap sumber daya. Terakhir, tanah 

juga menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah melalui pajak tanah, yang berkontribusi 

pada pendapatan negara dan digunakan untuk pembangunan serta penyediaan layanan 

publik.Secara keseluruhan, tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai 

aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pengelolaan tanah yang efektif dan adil sangat 

penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Dalam konteks hukum perdata, tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki 

nilai ekonomis dan sosial yang sangat penting. Tanah dianggap sebagai objek hak milik yang 

dapat dimiliki, digunakan, dan dipindahkan. Dalam sistem hukum perdata, hak atas tanah 

meliputi hak milik penuh, hak guna usaha, hak sewa, dan hak-hak lain yang diatur oleh 

peraturan yang berlaku.Masalah sertifikat ganda menjadi salah satu isu penting dalam 
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hukum agraria Indonesia. Fenomena ini terjadi ketika lebih dari satu sertifikat kepemilikan 

tanah dikeluarkan untuk tanah yang sama oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau 

otoritas terkait. Dalam hukum perdata, sertifikat tanah diakui sebagai bukti otentik yang 

paling kuat dalam menetapkan kepemilikan tanah. Namun, dengan munculnya sertifikat 

ganda, kejelasan dan legitimasi hak kepemilikan menjadi kabur, dan kerap menimbulkan 

sengketa yang sulit diselesaikan. 

Sertifikat tanah di Indonesia memiliki peran penting yang diatur oleh Undang-Undang 

Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang mengakui dokumen ini sebagai bukti sah 

kepemilikan. Fungsi utama sertifikat adalah memastikan kepastian hukum atas hak tanah, 

melindungi pemiliknya, serta mencegah konflik. Namun, faktor-faktor seperti kesalahan 

administratif, verifikasi yang tidak akurat, serta korupsi dan penipuan dalam proses 

penerbitan sertifikat tanah sering kali menyebabkan munculnya sertifikat ganda. Situasi ini 

umumnya disebabkan oleh tumpang tindih pendaftaran tanah, ketidakakuratan data 

pertanahan, hingga kelemahan sistem administratif dalam memantau transaksi atau 

peralihan hak tanah. 

Masalah sertifikat ganda juga berkaitan dengan akses terhadap keadilan. Dalam 

banyak kasus, pihak yang memiliki kekuatan finansial atau hubungan yang kuat dengan 

otoritas sering kali diuntungkan, sementara masyarakat kecil kesulitan memperjuangkan hak 

mereka. Proses hukum yang panjang dan kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi 

mereka yang tidak memiliki cukup sumber daya atau pemahaman tentang prosedur hukum 

Te.rjadinya Se.rtifikat Ganda adalah ke.adaan di mana te.rdapat le.bih dari satu se.rtifikat yang 

dite.rbitkan untuk tanah yang sama, de.ngan data atau informasi yang saling be.rte.ntangan. 

Hal ini dapat te.rjadi akibat tumpang tindih administrasi pe.rtanahan, ke.tidakje.lasan batas 

tanah, atau ke.salahan dalam prose.s pe.ngukuran dan pe.ndaftaran tanah. Me.nurut Sirajuddin 

(2016), pe.nye.bab se.rtifikat ganda juga bisa diakibatkan ole.hmafia tanah, di mana oknum 

te.rte.ntu me.manipulasi data pe.ndaftaran untuk ke.pe.ntingan pribadi. 

Dalam kajian hukum, se.rtifikat ganda me.nimbulkan masalah hukum kare.na dua pihak 

atau le.bih me.rasa me.miliki hak atas tanah yang sama, dan masing-masing me.miliki se.rtifikat 

yang diakui ole.h BPN. Kasus se.rtifikat ganda dapat diprose.s me.lalui jalur litigasi di 

pe.ngadilan pe.rdata untuk me.ne.ntukan pe.milik yang sah be.rdasarkan bukti-bukti yang ada, 

te.rmasuk se.rtifikat, riwayat ke.pe.milikan tanah, dan dokume.n lainnya. 
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A. Perspektif Hukum Perdata terhadap Sertifikat Ganda 

Dalam hukum pe.rdata, se.ngke.ta tanah te.rmasuk dalam ranah se.ngke.ta ke.pe.milikan 

atau hak milik (e.ige.ndom). Me.nurut Sube.kti, hak milik me.rupakan hak yang paling 

se.mpurna, di mana pe.milik be.rhak me.nggunakan tanah te.rse.but se.cara be.bas se.panjang 

tidak be.rte.ntangan de.ngan hukum atau hak orang lain. Ke.tika te.rjadi se.rtifikat ganda, 

se.ngke.ta hak milik ini biasanya dise.le.saikan de.ngan me.lihat bukti administrasi dan fakta-

fakta hukum yang ada. 

Siste.m hukum di Indone.sia me.ngacu pada asas "re.chtsve.rwe.rking," di mana pihak 

yang dianggap paling be.rhak be.rdasarkan se.rtifikat yang valid akan diakui ole.h pe.ngadilan. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2017 me.njadi salah satu acuan pe.nting 

kare.na di dalamnya, hakim me.nggunakan pe.rtimbangan hukum yang me.mpe.rhatikan 

ke.absahan se.rtifikat dan prose.s administrasi tanah se.be.lum me.mutuskan siapa yang sah 

se.bagai pe.milik. 

B. Pengaturan Hukum Mengenai Pendaftaran Tanah dan Sertifikat Ganda 

Pe.ndaftaran tanah diatur dalam Pe.raturan Pe.me.rintah Nomor 24 Tahun 1997. Me.nurut 

pe.raturan ini, pe.ndaftaran tanah be.rtujuan untuk me.mbe.rikan ke.pastian dan pe.rlindungan 

hukum ke.pada pe.me.gang hak atas tanah. Namun, dalam be.be.rapa kasus, ke.tidakakuratan 

data, tumpang tindih pe.ngukuran, atau masalah administrasi se.ring me.njadi pe.nye.bab 

munculnya se.rtifikat ganda. 

Me.nurut Abdurrahman, masalah se.rtifikat ganda se.ring te.rjadi akibat ke.tidakakuratan 

pe.ngukuran tanah atau konflik dalam prose.s jual be.li yang tidak te.rdaftar se.cara be.nar. 

Pe.raturan Pe.me.rintah Nomor 24 Tahun 1997 be.rusaha me.minimalisir hal ini de.ngan 

me.mpe.rke.nalkan siste.m pe.ngukuran dan pe.me.taan yang le.bih mode.rn se.rta pe.ngawasan 

yang le.bih ke.tat dari BPN . 

C. Solusi Hukum terhadap Kasus Sertifikat Ganda 

Ada be.be.rapa solusi hukum yang dapat dite.rapkan untuk me.nye.le.saikan kasus 

se.rtifikat ganda. Pe.rtama, pihak yang dirugikan dapat me.ngajukan gugatan pe.rdata ke. 

pe.ngadilan. Dalam kasus ini, pe.ngadilan akan me.mutuskan be.rdasarkan bukti dan saksi 

yang ada, se.rta me.mpe.rtimbangkan faktor administrasi pe.rtanahan.Ke.dua, ada solusi 

administratif di mana BPN dapat me.lakukan pe.mbatalan te.rhadap salah satu se.rtifikat yang 

dianggap tidak sah. Hal ini se.suai de.ngan Pasal 58 Pe.raturan Pe.me.rintah Nomor 24 Tahun 

1997 yang me.nyatakan bahwa se.rtifikat yang dite.rbitkan se.cara tidak sah atau me.langgar 

ke.te.ntuan pe.raturan pe.rundang-undangan dapat dibatalkan. 
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Be.be.rapa pe.ne.litian te.lah dilakukan te.rkait masalah se.rtifikat ganda dan se.ngke.ta 

tanah di Indone.sia. Misalnya, studi yang dilakukan ole.h Kurniawan  me.nge.nai pe.nye.bab 

se.rtifikat ganda dalam siste.m pe.rtanahan di Indone.sia me.nunjukkan bahwa le.mahnya 

siste.m pe.ngawasan administrasi dan praktik mafia tanah me.njadi faktor utama te.rjadinya 

se.rtifikat ganda . Se.lain itu, pe.ne.litian ole.h Nurhidayat me.ngkaji bagaimana putusan 

pe.ngadilan dalam kasus se.rtifikat ganda se.ring kali me.ngacu pada ke.absahan data 

administrasi yang dite.rbitkan ole.h BPN. 

Secara keseluruhan, sertifikat ganda adalah masalah kompleks yang mencakup 

berbagai dimensi, termasuk hukum, sosial, dan ekonomi. Penanganannya membutuhkan 

reformasi sistem administrasi pertanahan yang lebih baik, peningkatan pengawasan 

terhadap penerbitan sertifikat, serta akses ke jalur hukum yang lebih adil dan transparan 

bagi masyarakat. Upaya preventif seperti peningkatan kualitas pendaftaran tanah, 

penguatan Badan Pertanahan Nasional, dan digitalisasi data pertanahan bisa menjadi solusi 

jangka panjang untuk mengatasi masalah sertifikat ganda di Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Pe.ne.litian ini me.ne.rapkan pe.nde.katan yuridis normatif, yang be.rfokus pada analisis 

dokume.n hukum, pe.raturan pe.rundang-undangan, dan putusan pe.ngadilan. Pe.nde.katan 

ini dipilih kare.na isu yang dite.liti be.rkaitan de.ngan studi hukum dan pe.raturan yang be.rlaku 

di Indone.sia, te.rutama te.rkait de.ngan se.ngke.ta se.rtifikat ganda.Sumber data dalam 

pe.ne.litian ini te.rdiri dari bahan hukum prime.r, dan bahan hukum se.kunde.r.Tekni 

Pe.ngumpulan data dalam pe.ne.litian ini dilakukan me.lalui studi pustaka (library re.se.arch). 

Data yang dipe.role.h akan dianalisis se.cara yuridis kualitatif Obje.k pe.ne.litian dalam 

pe.ne.litian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2017. Pe.ne.litian ini akan 

me.ngkaji se.cara me.ndalam cara hakim me.nye.le.saikan se.ngke.ta te.rkait pe.ne.rbitan se.rtifikat 

ganda dalam putusan te.rse.but. Putusan ini dipilih kare.na me.nce.rminkan masalah hukum 

yang se.ring muncul dalam kasus se.ngke.ta tanah, yakni pe.ne.rbitan dua se.rtifikat untuk tanah 

yang sama. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kasus sertifikat ganda di Indonesia masih menjadi permasalahan hukum yang 

kompleks dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik tanah. Berdasarkan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2017, pengadilan mempertimbangkan 

berbagai aspek hukum, termasuk validitas sertifikat, sejarah kepemilikan, dan prosedur 
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administrasi pertanahan dalam menentukan pemilik yang sah. Dalam putusan ini, sertifikat 

yang tidak memenuhi prosedur hukum yang sah dibatalkan, menunjukkan pentingnya 

verifikasi administratif dalam sistem pertanahan.   

Keberadaan sertifikat ganda memberikan dampak hukum yang signifikan, seperti 

ketidakpastian status kepemilikan, peningkatan jumlah sengketa tanah yang berujung pada 

proses peradilan, serta risiko ekonomi akibat tanah yang bersengketa tidak dapat digunakan 

sebagai jaminan dalam transaksi perbankan. Meskipun sertifikat tanah secara hukum 

merupakan bukti kepemilikan yang kuat, dalam kasus sertifikat ganda, status ini dapat 

dipertanyakan dan harus dibuktikan kembali di pengadilan.   

Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa langkah penyelesaian dapat dilakukan, 

seperti penyelesaian melalui jalur pengadilan bagi pihak yang merasa dirugikan, pembatalan 

sertifikat yang tidak sah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta reformasi administrasi 

pertanahan melalui digitalisasi dan pengawasan ketat dalam penerbitan sertifikat. Selain itu, 

pencegahan juga menjadi langkah penting untuk meminimalisir kasus serupa di masa 

mendatang. Peningkatan transparansi dalam pendaftaran tanah melalui teknologi informasi, 

penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pendaftaran tanah, serta edukasi masyarakat 

mengenai pentingnya verifikasi legalitas tanah sebelum transaksi jual beli merupakan 

langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko munculnya sertifikat ganda.   

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan sertifikat ganda 

dalam sistem pertanahan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kesalahan administratif, 

tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan 

pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, reformasi sistem 

administrasi pertanahan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prosedur 

hukum yang benar dalam kepemilikan tanah. Dengan adanya langkah-langkah preventif 

yang tepat, diharapkan kasus sertifikat ganda dapat diminimalisir dan sistem pertanahan di 

Indonesia menjadi lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang. 

 

SIMPULAN 

Permasalahan sertifikat ganda dalam sistem pertanahan di Indonesia merupakan isu 

kompleks yang mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Kasus ini sering kali 

disebabkan oleh kelemahan administrasi, ketidakakuratan pendaftaran tanah, serta praktik 

korupsi yang memungkinkan terjadinya penerbitan sertifikat lebih dari satu untuk bidang 

tanah yang sama.  Dari perspektif hukum perdata, sertifikat tanah merupakan bukti otentik 

kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum kuat. Namun, dalam kasus sertifikat ganda, 
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kepastian hukum menjadi kabur dan sering kali menimbulkan sengketa. Penyelesaian hukum 

dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan, di mana hakim akan menilai validitas 

sertifikat berdasarkan bukti administrasi dan fakta hukum. Selain itu, Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat yang diterbitkan secara 

tidak sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.   

Dampak dari permasalahan sertifikat ganda meliputi ketidakpastian kepemilikan tanah, 

meningkatnya jumlah sengketa hukum, serta hambatan ekonomi bagi pemilik tanah yang 

ingin memanfaatkan asetnya. Oleh karena itu, reformasi administrasi pertanahan menjadi 

langkah yang sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Digitalisasi sistem 

pertanahan, pengawasan yang lebih ketat terhadap pendaftaran tanah, serta edukasi 

kepada masyarakat mengenai legalitas tanah sebelum melakukan transaksi merupakan 

beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan kepastian 

hukum.  Secara keseluruhan, penanganan sertifikat ganda memerlukan koordinasi yang baik 

antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Langkah preventif yang kuat serta 

sistem administrasi yang lebih modern dan transparan diharapkan dapat mengurangi kasus 

sertifikat ganda dan meningkatkan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah di Indonesia. 
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